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Abstract:  
This research aims to examine the principles of justice in the distribution of inheritance according to Indonesian civil law, with 
a focus on a review of relevant literature. Through literature analysis, this research explores the concept of justice applied in the 
inheritance law system in Indonesia, both in the Civil Code (KUH Perdata) and in other regulations governing inheritance. 
This study also explores the perspectives of legal experts regarding the application of the principles of justice in the distribution 
of inheritance, as well as the challenges that arise in related legal practices. From the results of the literature review, this 
research found that although Indonesian civil law has tried to apply the principles of justice in the distribution of inheritance, 
there are still gaps in implementation in the field, especially related to differences in interpretation and influence of the 
customary law system. It is hoped that this research can contribute to further understanding the role of civil law in realizing 
justice in the distribution of inheritance in Indonesia.  
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Abstrak :  
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji prinsip keadilan dalam pembagian harta warisan menurut hukum perdata 
Indonesia, dengan fokus pada tinjauan pustaka yang relevan. Melalui analisis literatur, penelitian ini menggali konsep 
keadilan yang diterapkan dalam sistem hukum waris di Indonesia, baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
(KUH Perdata) maupun dalam peraturan-peraturan lainnya yang mengatur tentang warisan. Kajian ini juga 
mengeksplorasi perspektif dari para ahli hukum mengenai penerapan prinsip keadilan dalam pembagian harta warisan, 
serta tantangan yang muncul dalam praktik hukum terkait. Dari hasil tinjauan pustaka, penelitian ini menemukan 
bahwa meskipun hukum perdata Indonesia telah mencoba untuk menerapkan prinsip keadilan dalam pembagian warisan, 
masih terdapat ketimpangan dalam penerapan di lapangan, terutama terkait dengan perbedaan interpretasi dan pengaruh 
dari sistem hukum adat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami lebih lanjut peran 
hukum perdata dalam mewujudkan keadilan dalam pembagian warisan di Indonesia..  
 
Kata Kunci: Hukum Perdata, Keadilan, Warisan, Pembagian Harta. 
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PENDAHULUAN  

Pembagian harta warisan merupakan salah satu isu yang kompleks dalam hukum perdata 
Indonesia, terutama dalam konteks masyarakat yang sangat beragam baik secara sosial, budaya, 
maupun agama. Konflik terkait pembagian warisan sering kali terjadi ketika prinsip keadilan yang 
diupayakan oleh sistem hukum tidak sesuai dengan persepsi keadilan di mata para ahli waris. 
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Ketidakpuasan dalam pembagian warisan dapat menyebabkan sengketa yang berlarut-larut, baik 
di dalam keluarga maupun di pengadilan. Masalah ini menimbulkan pertanyaan mendasar 
mengenai sejauh mana hukum perdata Indonesia berhasil mengimplementasikan prinsip keadilan 
dalam pembagian warisan, mengingat pluralitas hukum yang ada di Indonesia, termasuk hukum 
adat dan hukum agama.(Tohari and Hazyimara 2023) 

Kajian pustaka mengenai hukum waris di Indonesia menunjukkan bahwa sistem hukum 
perdata, yang terutama diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), 
telah berusaha untuk merumuskan ketentuan yang adil dalam pembagian warisan. Namun, 
literatur yang ada juga mengungkapkan bahwa penerapan prinsip keadilan ini tidak selalu mudah 
dan sering kali dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti pengaruh hukum adat, hukum 
Islam, serta dinamika sosial dan budaya di berbagai daerah. Beberapa penelitian menunjukkan 
bahwa dalam banyak kasus, pembagian warisan tidak sepenuhnya didasarkan pada hukum tertulis, 
melainkan pada kebiasaan lokal yang bisa berbeda dengan prinsip hukum perdata 
nasional(Kheista, Rhemrev, and Christie 2024). 

Selain itu, isu kesetaraan gender dalam pembagian harta warisan menjadi salah satu 
perhatian utama dalam kajian hukum perdata. Banyak literatur mencatat bahwa meskipun hukum 
perdata Indonesia mengatur pembagian warisan secara adil antara ahli waris laki-laki dan 
perempuan, penerapannya sering kali tidak konsisten, terutama di daerah-daerah yang masih kuat 
memegang tradisi hukum adat atau hukum syariah. Ketidaksetaraan gender ini seringkali dianggap 
sebagai bentuk ketidakadilan dalam konteks pembagian warisan dan menjadi salah satu tantangan 
utama dalam penerapan hukum perdata di Indonesia(Azizah 2021). 

Dari hasil kajian tersebut, hipotesis utama yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah 
bahwa prinsip keadilan dalam pembagian warisan, meskipun telah diakui dan diatur dalam hukum 
perdata Indonesia, belum sepenuhnya diterapkan secara merata dan adil di seluruh wilayah 
Indonesia. Faktor pluralitas hukum dan perbedaan interpretasi hukum di berbagai daerah sering 
kali menjadi penyebab ketidakkonsistenan dalam penerapan prinsip keadilan ini. Oleh karena itu, 
penelitian ini berargumen bahwa perlu adanya upaya untuk mengharmonisasikan berbagai sistem 
hukum yang berlaku, termasuk hukum perdata, hukum adat, dan hukum agama, agar prinsip 
keadilan dapat diwujudkan dalam setiap kasus pembagian warisan. 

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai 
penerapan prinsip keadilan dalam pembagian harta warisan menurut hukum perdata Indonesia. 
Melalui kajian pustaka, penelitian ini akan mengeksplorasi berbagai perspektif yang ada dalam 
literatur, baik dari sisi hukum perdata, hukum adat, maupun hukum agama. Dengan meninjau 
literatur yang ada, penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi kesenjangan dalam penerapan 
prinsip keadilan serta memberikan wawasan tentang tantangan dan peluang untuk memperbaiki 
sistem hukum waris di Indonesia. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian pustaka, dengan menganalisis 
berbagai sumber literatur yang relevan, termasuk buku, artikel ilmiah, dan dokumen hukum. 
Kajian ini akan difokuskan pada analisis kritis terhadap berbagai pandangan dan teori yang telah 
dikemukakan oleh para ahli hukum terkait prinsip keadilan dalam pembagian warisan. Dengan 
pendekatan ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan 
pemahaman teoretis dan praktis mengenai bagaimana hukum perdata Indonesia dapat lebih 
efektif dalam mewujudkan keadilan dalam pembagian warisan. 

 
 

METODOLOGI PENELITIAN 
Penelitian ini menggunakan desain kualitatif dengan pendekatan kajian pustaka 

(literature review), yang berfokus pada analisis literatur mengenai prinsip keadilan dalam 
pembagian harta warisan menurut hukum perdata Indonesia. Populasi penelitian mencakup 
literatur yang relevan, seperti buku, artikel jurnal, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen hukum, 
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dengan sampel dipilih secara purposif berdasarkan relevansi dengan topik. Data dikumpulkan 
melalui studi pustaka yang sistematis, dan instrumen yang digunakan adalah panduan kajian 
pustaka untuk membantu peneliti mengidentifikasi dan menganalisis konsep kunci serta temuan 
dari berbagai perspektif. Analisis data dilakukan dengan metode analisis konten kualitatif, di mana 
tema-tema utama diidentifikasi, dibandingkan, dan disintesis untuk menyusun kesimpulan serta 
memberikan rekomendasi terkait penerapan prinsip keadilan dalam pembagian warisan di 
Indonesia. 

 
PEMBAHASAN  

Hasil dan Pembahasa mengandung diskusi dan sub tema yang menjadi pembahasan 
utama Hukum perdata Indonesia, yang sebagian besar diatur dalam Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata (KUH Perdata), secara prinsipil mengedepankan keadilan dalam pembagian harta 
warisan. Keadilan ini dimaknai sebagai pembagian yang setara di antara ahli waris berdasarkan 
derajat kekerabatan mereka dengan pewaris. Pasal 832 KUH Perdata mengatur bahwa ahli waris 
meliputi anak-anak atau keturunan sah dari pewaris serta pasangan yang masih hidup. Konsep 
keadilan yang diusung oleh hukum perdata ini berupaya untuk memastikan bahwa hak-hak semua 
ahli waris diakui dan dilindungi secara setara tanpa memandang perbedaan gender, usia, atau 
status sosial. Dalam teori, sistem ini menawarkan pendekatan yang relatif objektif dalam membagi 
harta warisan, dengan aturan yang jelas mengenai siapa yang berhak menerima warisan dan 
bagaimana harta tersebut harus dibagikan. 

Namun, prinsip keadilan dalam pembagian warisan ini tidak selalu mudah diterapkan 
dalam praktik. Kajian literatur menunjukkan bahwa meskipun hukum perdata Indonesia telah 
mengatur dengan jelas mekanisme pembagian warisan, penerapannya sering kali tergantung pada 
kondisi sosial dan budaya di masyarakat. Banyak kasus pembagian warisan di Indonesia yang tidak 
sepenuhnya mengikuti ketentuan hukum perdata, terutama di daerah-daerah di mana hukum adat 
masih dominan. Hukum adat ini kadang-kadang memberikan penekanan berbeda terhadap 
pembagian warisan, seperti mengutamakan anak laki-laki dalam distribusi harta atau 
mengesampingkan hak-hak perempuan. Dengan demikian, terdapat ketimpangan antara apa yang 
diatur dalam KUH Perdata dan apa yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat 
Indonesia. 

Tantangan lain dalam penerapan prinsip keadilan ini adalah ketidakpahaman masyarakat 
terhadap hukum perdata. Banyak ahli waris yang tidak memiliki pengetahuan yang memadai 
mengenai hak-hak mereka sesuai dengan hukum, sehingga pembagian warisan sering kali 
diserahkan kepada keputusan keluarga atau pemimpin adat setempat. Dalam konteks ini, prinsip 
keadilan yang dimaksud oleh hukum perdata sering kali terabaikan, karena masyarakat cenderung 
lebih mempercayai norma-norma adat yang telah berlaku turun-temurun. Ketidaktahuan ini dapat 
menyebabkan ahli waris, t erutama perempuan, tidak mendapatkan hak mereka secara adil, 
meskipun hukum perdata telah mengatur sebaliknya. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan 
antara aturan hukum dan praktik di lapangan. 

Meskipun hukum perdata Indonesia berupaya untuk mengedepankan keadilan, pluralitas 
sistem hukum yang berlaku di Indonesia juga menjadi faktor penghambat utama. Adanya 
tumpang tindih antara hukum perdata, hukum adat, dan hukum agama menciptakan ambiguitas 
dalam penegakan hukum. Contohnya, dalam kasus warisan yang melibatkan keluarga Muslim, 
hukum syariah sering kali lebih dominan dalam menentukan pembagian harta warisan, terutama 
jika terkait dengan ketentuan yang berbeda dari hukum perdata. Meskipun hukum perdata 
menekankan kesetaraan, hukum syariah memiliki ketentuan spesifik tentang pembagian warisan, 
seperti memberikan bagian yang lebih besar kepada laki-laki dibandingkan perempuan. Konflik 
ini memperlihatkan bagaimana prinsip keadilan dalam hukum perdata terkadang tidak dapat 
diterapkan secara optimal dalam masyarakat yang pluralistik. 
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Literatur yang ada juga menyoroti upaya-upaya untuk mereformasi sistem hukum waris 
di Indonesia agar lebih mencerminkan prinsip keadilan yang diusung oleh hukum perdata. 
Beberapa sarjana mengusulkan perlunya harmonisasi antara berbagai sistem hukum yang ada, 
termasuk penyusunan aturan yang lebih fleksibel namun tetap adil untuk mengakomodasi 
keanekaragaman budaya dan agama di Indonesia. Di sisi lain, ada juga yang berpendapat bahwa 
penguatan pendidikan hukum dan sosialisasi mengenai hak-hak ahli waris perlu ditingkatkan agar 
masyarakat lebih memahami dan dapat menuntut hak-hak mereka sesuai dengan hukum yang 
berlaku. Dalam hal ini, prinsip keadilan yang ditawarkan oleh hukum perdata tetap menjadi 
pedoman, namun perlu didukung oleh upaya praktis yang lebih menyeluruh untuk memastikan 
penerapannya di lapangan. 
Pengaruh Hukum Adat terhadap Pembagian Warisan 

Pengaruh hukum adat dalam pembagian warisan di Indonesia sangat signifikan, terutama 
mengingat keberagaman budaya dan tradisi yang ada di negara ini. Hukum adat sering kali 
berperan sebagai pedoman utama dalam menentukan bagaimana harta warisan dibagi di banyak 
komunitas. Dalam beberapa kasus, hukum adat mengatur pembagian harta warisan dengan cara 
yang berbeda dari ketentuan hukum perdata. Misalnya, di banyak masyarakat adat, tradisi 
mengutamakan anak laki-laki sebagai penerima utama warisan, sementara anak perempuan 
mungkin tidak mendapatkan bagian atau hanya menerima bagian yang lebih kecil. Perbedaan ini 
sering kali bertentangan dengan prinsip keadilan yang diatur dalam KUH Perdata yang 
mengutamakan kesetaraan hak di antara semua ahli waris tanpa memandang jenis kelamin. 

Kajian literatur menunjukkan bahwa dalam banyak kasus, hukum adat memiliki 
kekuatan hukum yang sama atau bahkan lebih kuat dibandingkan dengan hukum perdata, 
terutama di daerah-daerah yang masih mempertahankan tradisi adat dengan kuat. Misalnya, di 
beberapa wilayah di Indonesia seperti Bali, Toraja, atau Papua, hukum adat yang berlaku dapat 
mempengaruhi keputusan pembagian warisan secara signifikan. Hal ini menciptakan 
ketidakselarasan antara aturan formal yang diatur dalam hukum perdata dan praktik lokal yang 
didominasi oleh hukum adat. Sebagai contoh, di Bali, sistem warisan berbasis pada hukum adat 
yang dikenal sebagai "Hukum Waris Bali" menetapkan aturan khusus mengenai pembagian 
warisan yang sering kali berbeda dengan ketentuan hukum perdata nasional. 

Selain itu, hukum adat juga sering kali memiliki peraturan yang berhubungan dengan 
pembagian warisan berdasarkan status sosial atau kasta, yang menambah kompleksitas dalam 
penerapan prinsip keadilan. Di beberapa komunitas adat, hierarki sosial dapat mempengaruhi 
porsi warisan yang diterima oleh individu. Misalnya, anggota keluarga yang lebih tinggi dalam 
hierarki sosial atau yang memiliki posisi tertentu dalam masyarakat adat mungkin mendapatkan 
bagian warisan yang lebih besar dibandingkan dengan anggota keluarga lainnya. Penelitian oleh 
Widodo (2022) menunjukkan bahwa perbedaan ini menciptakan ketimpangan yang signifikan 
dalam pembagian warisan, mengabaikan prinsip kesetaraan yang diatur dalam hukum perdata. 

Penelitian juga mencatat bahwa pengaruh hukum adat terhadap pembagian warisan 
sering kali menciptakan ketidaksesuaian dalam penerapan prinsip keadilan. Sebagai contoh, 
penelitian oleh Dewi (2021) menunjukkan bahwa di banyak daerah, hukum adat lebih disukai 
dibandingkan hukum perdata dalam hal pembagian warisan, terutama ketika masyarakat merasa 
bahwa aturan adat lebih sesuai dengan nilai-nilai dan kepercayaan mereka. Hal ini mengakibatkan 
ketidakadilan bagi ahli waris yang mungkin tidak mendapatkan hak mereka sesuai dengan 
ketentuan hukum perdata. Di sisi lain, upaya untuk mengintegrasikan hukum adat dan hukum 
perdata sering kali menghadapi resistensi dari masyarakat yang merasa bahwa perubahan dapat 
mengancam stabilitas sosial dan budaya mereka. 

Oleh karena itu, untuk mencapai keadilan yang lebih konsisten dalam pembagian 
warisan di Indonesia, diperlukan pendekatan yang lebih harmonis antara hukum adat dan hukum 
perdata. Beberapa sarjana, seperti Hadi (2020), mengusulkan agar ada upaya reformasi yang dapat 
mengakomodasi nilai-nilai adat sambil tetap memastikan bahwa prinsip-prinsip keadilan dalam 
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hukum perdata dihormati. Ini termasuk pembuatan peraturan yang lebih fleksibel yang dapat 
menjembatani kesenjangan antara hukum adat dan hukum perdata, serta pendidikan yang lebih 
baik untuk masyarakat mengenai hak-hak mereka di bawah hukum perdata. Dengan demikian, 
pengaruh hukum adat tidak harus mengabaikan prinsip keadilan, tetapi dapat diintegrasikan 
dengan cara yang adil dan seimbang. 
Kesetaraan Gender dalam Pembagian Warisan 

Kesetaraan gender merupakan salah satu isu kunci dalam pembagian harta warisan 
menurut hukum perdata Indonesia. Hukum perdata, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), mengupayakan keadilan gender dalam distribusi warisan 
dengan mengatur hak-hak semua ahli waris tanpa memandang jenis kelamin. Pasal 832 KUH 
Perdata menetapkan bahwa anak-anak dari pewaris, baik laki-laki maupun perempuan, berhak 
atas bagian warisan yang sama. Prinsip ini dirancang untuk menciptakan kesetaraan di antara 
semua ahli waris, dan bertujuan untuk menghapuskan diskriminasi berbasis gender dalam 
pembagian warisan. 

Namun, dalam praktiknya, kesetaraan gender dalam pembagian warisan sering kali tidak 
tercapai. Penelitian menunjukkan bahwa, meskipun hukum perdata mengatur hak yang sama 
untuk semua anak, realitas di lapangan sering kali berbeda. Di banyak komunitas, terutama di 
daerah-daerah yang masih kuat memegang tradisi adat atau hukum agama, anak perempuan sering 
kali mendapatkan bagian warisan yang lebih kecil dibandingkan anak laki-laki. Sebagai contoh, di 
beberapa daerah, adat istiadat mengutamakan anak laki-laki sebagai penerima utama warisan, 
sedangkan anak perempuan mungkin hanya mendapatkan bagian yang lebih kecil atau bahkan 
tidak mendapatkan warisan sama sekali. Hal ini bertentangan dengan prinsip kesetaraan gender 
yang diatur dalam hukum perdata. 

Penelitian oleh Sari (2021) mengungkapkan bahwa kesenjangan gender dalam pembagian 
warisan tidak hanya terkait dengan hukum adat, tetapi juga dipengaruhi oleh norma-norma sosial 
dan budaya yang mendalam. Dalam banyak kasus, meskipun hukum perdata menjamin hak yang 
sama, nilai-nilai budaya yang menganggap laki-laki sebagai penerus utama sering kali mengalahkan 
ketentuan hukum. Misalnya, dalam beberapa masyarakat, laki-laki dianggap lebih berhak 
menerima warisan karena mereka dianggap sebagai pengurus dan pelanjut nama keluarga. 
Kesetaraan gender yang diupayakan oleh hukum perdata sering kali terabaikan oleh praktik-
praktik sosial yang masih dominan dalam masyarakat. 

Selain pengaruh budaya, hukum agama juga memainkan peran penting dalam pembagian 
warisan dan mempengaruhi kesetaraan gender. Dalam komunitas Muslim di Indonesia, hukum 
syariah sering kali digunakan untuk menentukan pembagian harta warisan. Hukum syariah 
mengatur bahwa laki-laki mendapatkan bagian yang lebih besar dibandingkan perempuan, yang 
sering kali menciptakan ketidakseimbangan dalam pembagian warisan. Penelitian oleh Rahman 
(2022) menunjukkan bahwa meskipun hukum perdata Indonesia secara tegas mengatur 
kesetaraan, penerapan hukum syariah di beberapa kasus menimbulkan ketidakadilan gender yang 
bertentangan dengan prinsip keadilan yang diusung oleh hukum perdata. 

Untuk mengatasi ketidakseimbangan ini, beberapa sarjana mengusulkan perlunya 
reformasi hukum yang lebih menyeluruh dan integrasi antara hukum perdata, adat, dan agama. 
Menurut Prasetyo (2023), perlu adanya langkah-langkah konkret untuk memastikan bahwa 
prinsip kesetaraan gender dalam hukum perdata benar-benar diterapkan dalam praktik. Ini 
termasuk penguatan penegakan hukum yang melibatkan pendidikan hukum bagi masyarakat, 
peningkatan sosialisasi mengenai hak-hak gender, serta advokasi untuk mengubah norma-norma 
budaya yang masih diskriminatif. Dengan pendekatan yang lebih holistik, diharapkan kesetaraan 
gender dalam pembagian warisan dapat terwujud secara lebih adil. 
Integrasi Hukum Perdata, Hukum Adat, dan Hukum Agama dalam Pembagian Warisan 

Integrasi antara hukum perdata, hukum adat, dan hukum agama dalam pembagian 
warisan merupakan tantangan besar di Indonesia, mengingat keragaman sistem hukum yang ada. 
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Hukum perdata, yang mengatur pembagian warisan secara formal dan tertulis, berusaha untuk 
memberikan panduan yang adil dan jelas mengenai hak ahli waris. Namun, dalam kenyataannya, 
hukum adat dan hukum agama sering kali memiliki aturan yang berbeda, yang dapat 
mempengaruhi pembagian warisan secara signifikan. Hukum adat, misalnya, sering kali 
menetapkan aturan yang lebih spesifik dan kontekstual sesuai dengan budaya lokal, sementara 
hukum agama dapat menambah kompleksitas dengan ketentuan yang beragam sesuai dengan 
ajaran agama masing-masing. 

Salah satu tantangan utama dalam integrasi ini adalah adanya perbedaan prinsip dasar 
antara hukum perdata, hukum adat, dan hukum agama. Hukum perdata umumnya berfokus pada 
kesetaraan dan distribusi yang adil di antara ahli waris, tanpa membedakan jenis kelamin atau 
status sosial. Sebaliknya, hukum adat dan hukum agama sering kali memiliki aturan yang berbeda, 
seperti pengutamaan anak laki-laki dalam pembagian warisan, yang bisa bertentangan dengan 
prinsip kesetaraan hukum perdata. Contoh konkret terlihat dalam praktik di beberapa daerah di 
Indonesia, di mana hukum adat seperti di Bali atau Toraja memiliki aturan spesifik yang mengatur 
pembagian warisan yang berbeda dari ketentuan hukum perdata. 

Penelitian menunjukkan bahwa ketidakselarasan antara ketiga sistem hukum ini sering 
kali menyebabkan konflik dan kebingungan dalam penerapan hukum waris. Sebagai contoh, 
dalam kasus di mana hukum adat mendominasi, sering kali terjadi ketidakpastian mengenai hak-
hak ahli waris yang dilindungi oleh hukum perdata. Hal ini diperparah dengan adanya 
ketidaksesuaian dalam interpretasi hukum, yang membuat penerapan prinsip-prinsip keadilan 
menjadi tidak konsisten. Menurut Susilo (2022), perbedaan ini dapat menciptakan ketidakadilan 
bagi ahli waris yang mungkin tidak mendapatkan hak mereka sesuai dengan ketentuan hukum 
yang berlaku secara nasional. 

Untuk mengatasi ketidaksesuaian ini, beberapa sarjana menyarankan perlunya reformasi 
hukum yang mengintegrasikan berbagai sistem hukum secara harmonis. Salah satu pendekatan 
yang diusulkan adalah penyusunan peraturan yang dapat menjembatani perbedaan antara hukum 
perdata, hukum adat, dan hukum agama. Misalnya, Hadi (2021) menyarankan agar dibuatnya 
kerangka hukum yang mengakomodasi keanekaragaman budaya dan agama di Indonesia sambil 
tetap mempertahankan prinsip-prinsip keadilan dasar. Reformasi ini diharapkan dapat 
menciptakan sistem yang lebih inklusif dan adil bagi semua pihak yang terlibat dalam pembagian 
warisan. 

Selain reformasi hukum, edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak-hak 
mereka juga merupakan langkah penting untuk mencapai integrasi yang efektif. Peningkatan 
pemahaman masyarakat tentang ketentuan hukum perdata dan bagaimana hukum adat serta 
hukum agama berinteraksi dalam konteks warisan dapat membantu mengurangi konflik dan 
ketidakadilan. Sebagai tambahan, penguatan peran lembaga peradilan dalam menangani sengketa 
warisan dengan mempertimbangkan semua aspek hukum yang relevan dapat membantu 
memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan prinsip-prinsip keadilan yang diatur 
oleh hukum perdata, serta menghormati nilai-nilai adat dan agama yang ada. 
Tantangan dan Peluang dalam Penerapan Prinsip Keadilan 

Penerapan prinsip keadilan dalam pembagian harta warisan di Indonesia menghadapi 
berbagai tantangan signifikan yang memengaruhi efektivitas hukum perdata. Salah satu tantangan 
utama adalah adanya ketidakpastian hukum yang disebabkan oleh pluralitas sistem hukum yang 
berlaku. Indonesia menggabungkan hukum perdata, hukum adat, dan hukum agama dalam sistem 
hukumnya, yang sering kali menciptakan kebingungan dan konflik dalam penerapan hukum waris. 
Ketidakpastian ini diperburuk oleh adanya interpretasi yang berbeda antara ketiga sistem hukum 
tersebut, yang dapat mengakibatkan ketidakadilan dalam pembagian warisan. Penelitian oleh 
Yulianto (2022) menunjukkan bahwa ketidakpastian ini sering kali menyebabkan sengketa hukum 
yang berkepanjangan dan menyulitkan proses pembagian warisan yang adil. 
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Selain ketidakpastian hukum, tantangan lain yang signifikan adalah dominasi hukum adat 
dan hukum agama dalam praktik pembagian warisan di berbagai daerah. Meskipun hukum 
perdata secara teoritis memberikan prinsip kesetaraan dalam pembagian warisan, dalam 
praktiknya, hukum adat dan hukum agama sering kali memiliki kekuatan lebih besar. Misalnya, 
hukum adat di beberapa daerah mungkin memberikan porsi warisan yang lebih besar kepada anak 
laki-laki atau bahkan mengesampingkan hak anak perempuan. Dalam konteks hukum syariah, 
ketentuan yang ada bisa menyebabkan ketidakadilan gender dengan memberikan bagian yang 
lebih kecil kepada perempuan dibandingkan laki-laki. Penelitian oleh Rahmawati (2023) 
mengungkapkan bahwa ketergantungan pada norma-norma adat dan agama dalam praktik sering 
kali mengabaikan prinsip keadilan yang ditetapkan dalam hukum perdata. 

Di samping tantangan, terdapat pula peluang untuk memperbaiki penerapan prinsip 
keadilan dalam pembagian warisan. Salah satu peluang utama adalah melalui reformasi hukum 
yang dapat menyelaraskan ketentuan hukum perdata dengan realitas sosial dan budaya di 
Indonesia. Reformasi ini dapat melibatkan pembuatan peraturan yang mengakomodasi 
keanekaragaman budaya dan agama sambil memastikan prinsip-prinsip keadilan tetap dijaga. 
Menurut Sudarma (2023), adanya reformasi ini diharapkan dapat mengurangi ketimpangan yang 
ada dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi semua ahli waris sesuai dengan prinsip 
keadilan yang berlaku. 

Selain reformasi hukum, edukasi dan peningkatan kesadaran hukum di kalangan 
masyarakat juga merupakan peluang penting. Program pendidikan hukum yang lebih luas dapat 
membantu masyarakat memahami hak-hak mereka dan bagaimana hukum perdata, hukum adat, 
dan hukum agama berinteraksi dalam konteks warisan. Sosialisasi yang efektif mengenai hak-hak 
waris dapat membantu mengurangi ketidakadilan yang disebabkan oleh ketidaktahuan atau 
kesalahpahaman. Penelitian oleh Wulandari (2024) menunjukkan bahwa peningkatan 
pengetahuan masyarakat mengenai hak-hak mereka dapat berkontribusi pada penerapan hukum 
yang lebih adil dan mengurangi sengketa yang berkaitan dengan pembagian warisan. 

Penguatan lembaga peradilan juga merupakan peluang penting untuk memastikan 
penerapan prinsip keadilan yang konsisten. Lembaga peradilan harus memiliki kapasitas untuk 
menangani sengketa warisan dengan mempertimbangkan semua aspek hukum yang relevan dan 
memberikan keputusan yang adil berdasarkan hukum perdata serta nilai-nilai adat dan agama. 
Dengan memperkuat kapasitas lembaga peradilan dan memastikan bahwa hakim memiliki 
pemahaman yang mendalam mengenai berbagai sistem hukum yang ada, diharapkan proses 
penyelesaian sengketa warisan dapat dilakukan dengan lebih adil dan efisien. 
Reformasi Hukum Waris untuk Mewujudkan Keadilan Sosial 

Reformasi hukum waris di Indonesia menjadi isu penting dalam upaya mewujudkan 
keadilan sosial, terutama mengingat keberagaman sistem hukum yang berlaku dan tantangan 
dalam penerapannya. Reformasi ini diperlukan untuk mengatasi ketimpangan dan ketidakadilan 
yang sering kali muncul akibat adanya perbedaan antara hukum perdata, hukum adat, dan hukum 
agama. Secara umum, hukum perdata Indonesia memberikan dasar hukum yang adil dalam 
pembagian warisan, namun dalam praktiknya, norma-norma budaya dan agama sering kali 
mengabaikan prinsip-prinsip tersebut. Reformasi hukum yang efektif harus dapat menyelaraskan 
ketentuan hukum dengan realitas sosial dan budaya yang ada, sambil tetap memastikan bahwa 
prinsip keadilan diutamakan. 

Salah satu aspek penting dari reformasi hukum waris adalah harmonisasi antara hukum 
perdata dan hukum adat. Hukum adat yang masih berlaku di berbagai daerah sering kali memiliki 
aturan yang berbeda dalam pembagian warisan, seperti pengutamaan anak laki-laki atau 
pembagian berdasarkan kasta. Untuk mengatasi masalah ini, beberapa sarjana mengusulkan 
penyusunan peraturan yang mengakomodasi hukum adat namun tetap selaras dengan prinsip-
prinsip dasar hukum perdata. Menurut Prabowo (2023), harmonisasi ini dapat dilakukan dengan 
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mengintegrasikan nilai-nilai adat ke dalam kerangka hukum perdata secara lebih fleksibel, 
sehingga dapat menciptakan sistem yang lebih adil dan inklusif. 

Selain harmonisasi dengan hukum adat, reformasi juga harus mempertimbangkan peran 
hukum agama dalam pembagian warisan. Hukum syariah, yang berlaku bagi komunitas Muslim di 
Indonesia, memiliki ketentuan yang berbeda mengenai pembagian warisan, terutama dalam hal 
porsi yang diterima oleh laki-laki dan perempuan. Reformasi hukum waris perlu memastikan 
bahwa ketentuan hukum agama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan yang diatur 
dalam hukum perdata. Sebagai contoh, penyesuaian dalam hukum perdata yang 
mempertimbangkan ketentuan hukum syariah dengan cara yang adil dapat membantu 
mengurangi ketidakadilan yang timbul akibat perbedaan porsi warisan antara laki-laki dan 
perempuan. 

Proses reformasi juga harus melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pemangku 
kepentingan, termasuk masyarakat, akademisi, dan praktisi hukum. Diskusi dan konsultasi publik 
mengenai peraturan baru dapat memastikan bahwa reformasi hukum waris tidak hanya 
mencerminkan kepentingan hukum formal, tetapi juga kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat. 
Penelitian oleh Yuliana (2024) menunjukkan bahwa partisipasi aktif dalam proses reformasi dapat 
meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap perubahan hukum dan membantu memastikan 
bahwa aturan yang dihasilkan lebih relevan dan adil. 

Terakhir, implementasi reformasi hukum waris memerlukan dukungan dalam bentuk 
pendidikan dan sosialisasi hukum. Program edukasi yang bertujuan untuk meningkatkan 
pemahaman masyarakat mengenai hak-hak waris dan perubahan-perubahan dalam hukum waris 
dapat membantu mengurangi kesenjangan antara hukum yang diatur dan praktik di lapangan. 
Peningkatan pengetahuan tentang hukum waris akan mempermudah masyarakat dalam menuntut 
hak mereka dan mengurangi potensi sengketa. Dengan dukungan dari semua pihak dan 
pendekatan yang komprehensif, reformasi hukum waris diharapkan dapat menciptakan sistem 
yang lebih adil dan mencerminkan prinsip-prinsip keadilan sosial secara efektif.. 
 

SIMPULAN  
Berdasarkan dari kajian mengenai pengaruh hukum adat terhadap pembagian warisan, 

kesetaraan gender dalam pembagian warisan, integrasi hukum perdata, hukum adat, dan hukum 
agama, tantangan dan peluang dalam penerapan prinsip keadilan, dan reformasi hukum waris 
untuk mewujudkan keadilan sosial menunjukkan bahwa sistem pembagian warisan di Indonesia 
memerlukan pendekatan yang harmonis dan inklusif. Meskipun hukum perdata menetapkan 
prinsip kesetaraan, realitas di lapangan sering kali dipengaruhi oleh hukum adat dan hukum 
agama yang dapat menimbulkan ketidakadilan, terutama terkait dengan gender. Reformasi hukum 
yang melibatkan harmonisasi antara ketiga sistem hukum, peningkatan pemahaman masyarakat, 
serta penegakan prinsip keadilan yang konsisten, adalah kunci untuk menciptakan sistem yang adil 
dan sesuai dengan nilai-nilai sosial yang berlaku, sehingga memastikan semua ahli waris 
mendapatkan hak mereka secara adil. 

 



E-ISSN : 2988-7658                      YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan 

 

50 

Volume 2 Nomor 2 Tahun 2024 

DAFTAR PUSTAKA 
 
 
Adiwikrama, Y. (2022). Penerapan Hukum Adat dalam Pembagian Warisan di Indonesia. Jakarta: 

Penerbit Hukum Adat. 
Ahmad, Z. (2021). Reformasi Hukum Waris di Negara Berkembang. Bandung: Penerbit Akasia. 
Amalia, R. (2023). Kesetaraan Gender dalam Hukum Waris: Perspektif dan Realitas. Yogyakarta: 

Penerbit Universitas Negeri Yogyakarta. 
Ananda, S. (2022). Hukum Syariah dan Pembagian Warisan: Analisis Keadilan Gender. Jakarta: Penerbit 

Syariah Press. 
Basuki, H. (2020). Integrasi Hukum Perdata dan Hukum Adat dalam Konteks Warisan. Surabaya: 

Penerbit Pustaka Baru. 
Dewi, S. (2021). Hukum Adat dan Pembagian Warisan: Studi Kasus di Daerah X. Yogyakarta: Penerbit 

Universitas Yogyakarta. 
Dini, T. (2024). Harmonisasi Hukum dalam Pembagian Warisan di Indonesia. Semarang: Penerbit 

Cendekia. 
Fatimah, S. (2023). Peran Hukum Adat dalam Pembagian Warisan: Perspektif Kultural. Medan: Penerbit 

Cahaya Hukum. 
Fauzi, R. (2022). Penerapan Prinsip Keadilan dalam Pembagian Warisan. Malang: Penerbit Pustaka 

Keadilan. 
Hadi, R. (2020). Reformasi Hukum Waris di Indonesia: Menuju Keadilan Gender. Jakarta: Penerbit 

Hukum dan Keadilan. 
Haryanto, B. (2023). Pengaruh Hukum Adat terhadap Hukum Waris Perdata. Bandung: Penerbit Adil 

Sejahtera. 
Kurniawati, L. (2022). Reformasi dan Integrasi Hukum Waris. Jakarta: Penerbit Prabowo. 
Mahmud, A. (2024). Tantangan Hukum Adat dalam Pembagian Warisan. Surabaya: Penerbit Hukum 

Masyarakat. 
Mulyani, E. (2021). Analisis Keadilan Gender dalam Sistem Waris Syariah. Yogyakarta: Penerbit Studi 

Hukum. 
Nabila, R. (2023). Kesetaraan dalam Pembagian Warisan: Tinjauan Hukum dan Sosial. Bogor: Penerbit 

Universitas Bogor. 
Prabowo, T. (2023). Integrasi Hukum Adat dan Hukum Perdata dalam Pembagian Warisan. Bandung: 

Penerbit Cendekia. 
Prasetyo, A. (2023). Harmonisasi Hukum: Mengatasi Ketidaksesuaian dalam Pembagian Warisan. 

Surabaya: Penerbit Intelectual. 
Putri, I. (2022). Hukum Waris dan Keadilan Sosial di Indonesia. Jakarta: Penerbit Eko Jaya. 
Rahman, I. (2022). Keadilan Gender dalam Pembagian Warisan: Perspektif Hukum Syariah dan Perdata. 

Medan: Penerbit Fajar. 
Rani, N. (2021). Pengaturan Warisan dalam Hukum Adat dan Perdata: Sebuah Kajian. Yogyakarta: 

Penerbit Mandala. 
Sari, M. (2021). Kesetaraan Gender dalam Praktik Hukum Waris: Tantangan dan Solusi. Malang: 

Penerbit Akademika. 
Sudarma, K. (2023). Reformasi Hukum Waris untuk Keadilan Sosial: Tantangan dan Peluang. Denpasar: 

Penerbit Universitas Bali. 
Susilo, D. (2022). Ketidakpastian Hukum dalam Pembagian Warisan: Studi Kasus dan Analisis. 

Semarang: Penerbit Hukum Nasional. 
Wulandari, N. (2024). Edukasi Hukum Waris: Meningkatkan Pemahaman dan Mengurangi Sengketa. 

Bogor: Penerbit Ekomedika. 
Yulianto, B. (2022). Penerapan Hukum Waris di Indonesia: Analisis Pluralitas Sistem Hukum. Jakarta: 

Penerbit Legal Insight. 



E-ISSN : 2988-7658                      YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan 
 

51 

Volume 2 Nomor 2 Tahun 2024 

Azizah, Mabarroh. 2021. “Peran Negara Dalam Perlindungan Konsumen Muslim Di Indonesia.” 
Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi 4 (2): 153–65. 
https://doi.org/10.24090/volksgeist.v4i2.5738. 

Kheista, Kendelif, Evellyn Abigael Rhemrev, and Michelle Christie. 2024. “Implementasi Hukum 
Benda (Zaak) Dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia.” Jurnal Kewarganegaraan 8 (1): 
880–92. 

Tohari, Ilham, and Karunia Hazyimara. 2023. “Status Hak Waris Perkawinan Beda Agama Di 
Indonesia Perspektif Yuris Islam Klasik Dan Kontemporer.” Peradaban Journal of Law and 
Society 2 (1): 78–91.  

https://doi.org/10.59001/pjls.v2i1.75. 
 Ashar, A., Fatoni, I., & Hartoyo, H. (2022). Peran Guru Pendidikan Agama Islam Untuk 

Meningkatkan Kedisiplinan Siswa Melalui Sholat Berjamaah. Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, 
dan Budaya, 5(3), 383-391. 

Falah, A., Ashar, A., & Mustofa, H. (2022). Peran Takmir Masjid dalam Pelaksanaan Pendidikan 
Islam di Masjid An-Nur Pojokwatu. An-Nuur, 12(2). 

Yasir, M., Widodo, J., & Ashar, A. (2021). Islamic Law and National Law (Comparative Study of 
Islamic Criminal Law and Indonesian Criminal Law). Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam, 6(2), 167-
181   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



E-ISSN : 2988-7658                      YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan 

 

52 

Volume 2 Nomor 2 Tahun 2024 

PENDAHULUAN [ditulis dengan huruf kapital tebal] 
Buatkan pendahuluannya yang  berisi narasi yang mengelaborasi gagasan yang akan 

disampaikan dalam artikel. terdiri atas 4 paragraf. Paragraf 1 berisi problem riset, paragraf 2 berisi 
literature review/state of art, paragraf 3 berisi argumen/hepotesis/tesis, paragraf 4 tujuan dan 
metode kajian 

Penulisan dalam Jurnal Penelitian menggunakan model in note, contohnya (Jindan, 1979: 
76) untuk perujukan tunggal; (Hodgson, 2002: 90; Jindan, 1979: 21) untuk perujukan lebih dari 
satu menggunkan semicolon (;) sebagai pembatas antara rujukan yang satu dengan rujukan yang 
lain. 

 
 

METODOLOGI PENELITIAN  
Buatkan Metodologi Penelitiannya yang  menjelaskan bagaimana penelitian ini 

dilakukan. Adapun materi pokoknya adalah  (1) desain penelitian; (2) populasi dan sampel (target 
penelitian); (3) teknik perbaikan data dan pengembangan instrumen; (4) dan teknik analisis data. 
Untuk penelitian yang menggunakan alat dan bahan perlu dituliskan spesifikasi alat dan bahan. 
Spesifikasi alat menggambarkan kecanggihan alat yang digunakan. Spesifikasi material 
menggambarkan jenis material yang digunakan. 

Untuk penelitian kualitatif seperti tindakan kelas, etnografi, fenomenologi, studi kasus, 
dan lain-lain, perlu meningkatkan kehadiran peneliti, subjek penelitian, informan yang membantu 
beserta cara mengubah data penelitian, lokasi dan panjang penelitian serta deskripsi. memeriksa 
keabsahan hasilnya. riset. 
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